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WALIKOTA SERANG 

PROVINSI BANTEN 

PERATURAN WALIKOTA SERANG 

NOMOR 50 TAHUN 2021 

TENTANG 

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 

PEMERINTAH DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2019 – 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SERANG, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map 

Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu menetapkan 

Peraturan Walikota tentang Road Map Reformasi Birokrasi 

Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2019 – 2023; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6409); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4150); 

3. Undang-Undang ….. 
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4748); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

9. Peraturan ….. 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025; 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 

2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 163); 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang 

Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441); 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

442); 

15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2018 

tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah 

Provinsi Banten Tahun 2018-2022 (Berita Daerah 

Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 14); 

16. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 

2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 

2020 Nomor 9); 

17. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023; 

MEMUTUSKAN ..... 



- 4 - 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ROAD MAP REFORMASI 

BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KOTA SERANG TAHUN 

2019 – 2023. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Serang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Serang. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang. 

5. Wakil Walikota adalah Wakil WaliKota Serang. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat 

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Badan Daerah. 

7. Grand Design Reformasi Birokrasi selanjutnya disingkat GDRB adalah 

rancangan induk yang berisi arah kebijaksanaan reformasi birokrasi 

nasional untuk kurun waktu 2010-2025.  

8. Road Map Reformasi Birokrasi selanjutnya disingkat RMRB adalah bentuk 

operasional Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan 

dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci 

pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya 

selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. 

9. Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan 

perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan 

terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan 

sumber daya manusia aparatur. 

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah merupakan 

Penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang 

Penyusunannya Berpedoman Kepada Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN).  

 

BAB II ….. 
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BAB  II 

KEDUDUKAN 

Pasal 2 

(1) Road Map Reformasi Birokrasi 2019-2023 merupakan bentuk 

operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi dan rencana rinci 

Reformasi Birokrasi selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2019-2023. 

(2) Road Map Reformasi Birokrasi 2019-2023 sebagaimana dimaksud pada 

Ayat (1) digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat 

Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Serang dalam 

menyelenggarakan reformasi birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, 

terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.  

BAB  III 

SISTEMATIKA 

Pasal 3 

(1) Road Map Reformasi Birokrasi 2019-2023 memuat : 

a. pendahuluan; 

b. evaluasi capaian dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 

c. analisis lingkungan strategis; 

d. sasaran dan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2019-2023; 

e. manajemen pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2019- 2023; dan 

f. penutup. 

(2) Road Map Reformasi Birokrasi 2019-2023 sebagaimana dimaksud pada 

Ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

BAB IV 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 4 

(1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 

lingkungan Pemerintah Daerah Kota Serang dilaksanakan oleh Tim 

Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Serang yang ditetapkan 

dengan Keputusan Walikota. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dalam melakukan pengendalian 

dan evaluasi dilaksanakan setiap tahun dengan menggunakan hasil 

evaluasi dan penilaian dari Tim Reformasi Birokrasi Nasional. 

BAB V ….. 
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BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang. 

 

Ditetapkan di  Serang 

pada tanggal 25 Januari 2021 

WALIKOTA SERANG, 

 

            Ttd. 

SYAFRUDIN 

 

Diundangkan di Serang  

pada tanggal  25 Januari 2021 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG, 

 

                          Ttd. 

 

 NANANG SAEFUDIN 

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2021 NOMOR 115 

Salinan sesuai dengan aslinya 
  KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

                 Ttd. 
 

     Drs. SUBAGYO, M.Si 

NIP. 19740910 199303 1 002 
 

 


